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BAB VI
SARAN
Dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang

telah dilaksanakan di apotek Bagiana, terdapat beberapa hal yang

perlu disarankan yakni :

1.

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKPA di apotek
disarankan untuk terlebih dahulu membekali diri dengan
pengetahuan tentang proses pengadaan obat di apotek,
manajemen apotek, serta perundang-undangan sehingga
dapat berperan aktif selama PKPA.

Mahasiswa disarankan agar dapat menambah wawasan
tentang obat-obatan terutama nama obat, kandungan bahan
aktif, serta indikasinya sehingga dapat berperan aktif
selama PKPA.

Mahasiswa disarankan agar dapat melatih kemampuan
berkomunikasi sehingga penyampaian KIE kepada pasien
dapat berjalan lancar dan baik.

Mahasiswa disarankan untuk aktif bertanya baik kepada
Pembimbing Apotek atau Apoteker Pendamping terkait
pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di
apotek, sehingga mahasiswa memahami keseluruhan

pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di apotek.
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